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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KWINTALAN DALAM 

AKAD UTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT PETANI DI DESA 

TANJUNG KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK 

 

A. Analisis Praktik Sistem Kwintalan dalam Akad Utang Piutang di Desa 

Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik 

Praktik sistem kwintalan merupakan kegiatan transaksi ekonomi yang 

menggunakan akad utang piutang (qard}). Qard} merupakan akad tabarru’ 

yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, 

bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Manusia dalam kehidupan 

sehari-hari saling membutuhkan pertolongan dari orang yang ada 

disekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dilakukannya 

sendiri. Manusia yang kaya menolong yang miskin dan yang kuat menolong 

yang lemah. Bentuk pertolongan itu dapat berupa pemberian atau dapat juga 

berupa pinjaman (utangan). 

Utang piutang merupakan salah satu transaksi yang sering dilakukan 

oleh setiap manusia. Mengenai utang piutang tidak bisa terlepas dari pihak 

yang berutang (muqtarid}) dan pihak yang memberi utang (muqrid}). Dalam 

memberikan pinjaman, muqrid} berhak meminta kembali apa yang telah 

dipinjamkan kepada muqtarid} di kemudian hari. Sedangkan muqtarid} 

mempunyai kewajiban untuk menggantinya setelah mempunyai kemampuan 

sesuai dengan jumlah, macam, dan ukurannya. Oleh karena itu, dalam utang 
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piutang memberikan sesuatu kepada orang lain terdapat perjajian akan 

dikembalikan dengan sesuatu yang sama. 

Menolong orang yang tengah mengalami kesulitan dengan memberikan 

pinjaman adalah suatu kebaikan dan sangat dianjurkan oleh agama. Tidak 

masalah jika utang piutang itu berupa barang atau uang. Misalnya utang 

uang 500.000 kembali uang 500.000, utang gabah 1 kwintal kembali gabah 1 

kwintal dan sebagainya, sesuai jumlah dan ukurannya. Karena uang atau 

barang tersebut akan dikembalikan paling tidak akan mendekati semula 

sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa 

menambah atau menguranginya. 

Islam membolehkan utang piutang yang sesuai dengan shari>’at al-Isla>m. 

Namun persoalannya, apabila utang piutang menggunakan sistem kwintalan 

seperti yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten 

Gresik, utang uang dibayar dengan gabah karena latar belakang masyarakat 

petani yang melakukan adalah petani gabah. Sehingga dianggap mudah 

mengembalikan utang uang dengan gabah daripada dibayar sama, uang 

kembali uang.  

Masyarakat petani yang melakukan utang, pada dasarnya karena 

kebutuhan. Kemudian ada yang mau memberikan pinjaman, dan sepakat 

dikembalikan atau menggunakan sistem utang piutang kwintalan. Utang 

uang yang terjadi dengan melihat harga gabah per kwintal yang ada di 

pasaran. Pinjaman uang ini yang nantinya akan dikembalikan dengan gabah 
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hitungan kwintalan. Dalam hal peminjaman uang, terdapat perjanjian yang 

akan dibayar dengan nilai yang sama atau dikembalikan semisal.  

Arti kata semisal dapat dipahami mengandung dua pengertian, yaitu 

bisa sama persis dengan bendanya dalam hal ini berupa uang, dan juga bisa 

berarti sama jika digunakan untuk membeli gabah senilai dengan uang yang 

dipinjamkan atau dengan kata lain sama dalam hal nilai tukar mata uang 

tersebut. Dalam sistem kwintalan ini, pihak peminjam mengembalikan utang 

dengan gabah seberat satu kwintal setiap pinjaman uang sebesar Rp. 

350.000,00. Jika peminjam meminjam uang sebesar Rp. 700.000,00 maka 

gabah yang digunakan untuk membayar adalah dua kwintal, jika meminjam 

Rp. 1.000.000,00 maka dibayar gabah tiga kwintal, dan seterusnya. 

Para pihak dalam mengadakan kesepakatan berdasarkan keridhaan dari 

masing-masing pihak yang menimbulkan beberapa hukum. Dalam hal utang 

piutang kaitannya dengan perubahan harga gabah di pasaran, jika harga 

gabah naik, peminjam tetap mengembalikan utang dengan gabah sesuai 

kesepakatan yang akhirnya peminjam terdapat kelebihan pembayaran. Dan 

jika harga gabah turun, pemberi utang juga tetap mengembalikan utang 

dengan gabah sesuai kesepakatan yang akibatnya pemberi utang harus rela 

menerima pengembalian utang kurang dari jumlah utang yang diberikan 

semula atau dengan kata lain peminjam kurang dalam pembayaran.  

Meskipun demikian, dalam praktik utang piutang sistem kwintalan 

pihak yang berutang tetap dituntut adanya pengembalian barang atau benda 

yang telah diutang. Dan pihak yang memberikan utang juga dituntut tidak 
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membebankan tambahan apapun saat peminjam mengembalikannya. Adanya 

sistem utang piutang kwintalan seharusnya dilakukan untuk menjaga 

kepentingan dan memudahkan masyarakat petani dalam melakukan usaha 

kebajikan antar sesama.  

  

B. Analisis Solusi yang Diambil Kedua Belah Pihak Apabila Terjadi 

Wanprestasi 

 

Perekonomian masyarakat Desa Tanjung sangat tergantung pada sektor 

pertanian yang hasil tanaman utamanya adalah penghasil gabah disamping 

itu tanaman polowijo juga turut mendukung hasil pertanian pertama. Karena 

di Desa Tanjung termasuk sawah tadah hujan, jika musim kemarau tiba, 

petani menanam tanaman selain gabah, seperti kangkung, kacang hijau, 

kedelai yang jangka masa tanamnya sedikit. Namun ketika dalam keadaan 

terpaksa untuk memenuhi kebutuhan berupa uang dalam jumlah besar, maka 

mereka mencari pinjaman uang kepada orang yang dianggap mempunyai 

kelebihan harta.  

Adapun waktu pembayaran utang piutang sistem kwintalan adalah 

tergantung isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu 

peminjam harus mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjam dengan 

gabah sistem kwintalan. Akan tetapi terkadang tempo pembayaran telah tiba 

yaitu pada waktu panen dan peminjam belum mampu membayar utangnya. 

Peminjam meminta tenggang waktu pada pemberi pinjaman hingga dapat 
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mengembalikan utangnya yaitu pada masa panen selanjutnya yang akan 

datang. Dan jika masa panen yang akan datang ternyata gagal panen lagi, 

dibolehkan membayar pada masa panen selanjutnya lagi. 

Wanprestasi terjadi karena petani tidak selalu berhasil dalam panennya. 

Diantaranya yang sering terjadi di Desa Tanjung gagal panen dapat 

disebabkan oleh hama wereng yang menyerang tanaman padi. Dan apabila 

terjadi angin membuat tanaman padi menjadi roboh sebelum bisa dipanen. 

Namun tidak selalu petani selalu gagal dalam panennya. Sering juga petani 

berhasil dan mendapatkan panen gabah yang melimpah ruah. Dalam praktik 

utang piutang menggunakan sistem kwintalan resiko wanprestasi yang 

disebabkan faktor alam seperti yang sudah disebutkan di atas, berdasarkan 

keterangan narasumber pemberi pinjaman, bahwa wanprestasi merupakan 

resiko yang harus diambil setelah memberikan utang. 

Utang piutang uang ini didasarkan atas kekeluargaan, saling tolong 

menolong dan bersifat suka rela menurut para pelaku. Kelonggaran yang 

diberikan oleh pemberi utang seharusnya dibalas dengan pembayaran yang 

disegerakan meskipun belum jatuh tempo musim panen misalnya. Jika sudah 

memiliki kemampuan untuk membayar pengutang harus segera melunasinya. 

Apalagi pada saat berhasil panen mendapatkan hasil panen yang melimpah 

tidak ada alasan bagi pengutang untuk tidak segera membayarnya. 

Oleh karena itu dalam hal solusi yang diambil kedua belah pihak apabila 

terjadi wanprestasi yang diakibatkan karena gagal panen adalah kesepakatan 

dengan meminta kerelaan dari masing-masing pihak untuk menerima segala 
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resiko yang muncul dari utang piutang sistem kwintalan, yakni boleh 

mengembalikan utangnya pada waktu panen yang akan datang hingga pihak 

yang berutang memiliki kemampuan. 

 

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kwintalan dalam Akad Utang 

Piutang di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik 

 

Akad yang digunakan dalam praktik sistem kwintalan ini adalah akad 

utang piutang (qard}). Oleh karena itu, syarat-syarat dan rukun pada utang-

piutang harus terpenuhi agar akad nya menjadi sah. 

Praktik utang piutang menggunakan sistem kwintalan jika dilihat dari 

rukun dan syarat utang piutang telah memenuhi syarat, hal ini sebagaimana 

pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun utang piutang adalah 

a>qidain (dua pihak yang melakukan transaksi), harta yang diutangkan dan 

s}i>gah (lafal i>ja>b dan qabu>l).  

Sebagaimana rukun di atas praktik utang piutang sistem kwintalan  di 

Desa Tanjung dinilai sah dan sesuai dengan hukum Islam. Dengan analisis 

adanya dua orang yang berakad yaitu seorang yang berutang (muqrid}) dan 

orang yang memberikan utang (muqtarid}). Dalam hal ini pelaku adalah 

masyarakat petani di Desa Tanjung. Bisa juga terjadi antara petani dengan 

sesama petani, petani dengan pedagang pengumpul, petani dengan 

tengkulak. Adanya harta yang diutangkan yaitu berupa uang yang jelas 
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nominalnya. Ada s}i>gah yaitu terlihat dari terjadinya serah terima barang 

yang diutang tersebut.  

Selain rukun dalam utang piutang yang harus terpenuhi terdapat syarat-

syarat yang harus dipenuhi dari praktik utang piutang menggunakan sistem 

kwintalan. Berikut akan dijelaskan lebih detail mengenai syarat-syarat mulai 

dari subyek, obyek, dan akad utang piutang : 

1. Dari segi subyek 

a. Syarat-syarat bagi orang pemberi utang 

       Fuqaha’ sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah 

termasuk ahli tabarru’ (orang yang boleh memberikan derma), yakni 

merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid; dapat 

membedakan yang baik dan yang buruk). Syafi’iyyah menyebutkan 

bahwa ahliyah tabarru’ harus dengan kerelaan, bukan dengan 

paksaan. Tidak sah berutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan 

yang benar, jika paksaan itu ada alasan yang haq, seperti jika seorang 

harus berutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berutang dengan 

memaksa.
1
 

b. Syarat-syarat bagi pengutang  

       Syafi’iyyah mensyaratkan pengutang termasuk kategori orang 

yang mempunyai ahliyah mu’amalah (kelayakan melakukan 

transaksi) bukan ahliyah tabarru’ (kelayakan memberi derma). 

Adapun kalangan Ashnaf mensyaratkan pengutang mempunyai 

                                                           
1
 Abdullah, dkk., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, (Miftahul Khairi), 

(Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004), 159. 
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ahliyah tasharrufat (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, 

yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat. Hanabilah mensyaratkan 

pengutang mampu menanggung karena utang tidak ada kecuali 

dalam tanggungan.
2
 

       Dalam hal usia, pelaku transaksi utang piutang baik pengutang 

maupun pemberi utang, sudah tergolong dalam kategori baligh. 

Mereka pun juga bukan merupakan orang yang hilang akal sehatnya. 

Selain itu, dalam hal melakukan akad mereka juga tidak dalam 

keadaan terpaksa. Sehingga dilihat dari subyek, telah memenuhi 

syarat sah utang piutang. 

2. Dilihat dari objek 

Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat 

diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkanya hal ini 

agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama 

jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.
3
 

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qard} dipandang sah 

pada harta mitsli, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang 

menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan 

adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. Qard} selain 

dari perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda 

yang menetap di tanah, dan lain-lain. Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan 

                                                           
2
 Ibid, 161. 

3
 Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), 137. 



56 

 

 

Hanabilah membolehkan qard} pada setiap benda yang tidak dapat 

diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan 

perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau 

benda yang dihitung.
 4 

Dalam praktik kwintalan objek yang dijadikan utang piutang adalah 

uang dan gabah. Uang dan gabah termasuk harta mitsli yang boleh 

dijadikan sebagai objek pinjaman, karena gabah adalah barang yang 

dapat ditimbang dan uang adalah barang yang dapat dihitung sehingga 

dapat diketahui dengan jelas jumlah uang yang diutangkan. Oleh karena 

itu uang dan gabah telah memenuhi syarat sah utang piutang. 

3. Dilihat dari akad 

Tentang syarat yang terkait dengan i>ja>b dan qabu>l, hal yang paling 

mendasar dan penting dalam transaksi utang piutang adalah adanya 

kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melakukan utang piutang. 

Sehingga tidak terdapat unsur paksaan didalamnya. Dengan maksud 

dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga i>ja>b dan qabu>l tersebut 

sah menurut hukum Islam. 

Allah berfirman dalam al-Qur’an surat an-Nisa>’ (4) ayat 29: 

                            

                          
 

‚Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

                                                           
4
 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 154. 
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kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka 

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, 

Allah Maha Penyayang kepadamu.‛ (QS. An-Nisa>’ : 29)
5
 

 

Praktik sistem kwintalan meskipun dilakukan atas dasar suka sama 

suka, perlu diperhatikan kembali tentang kesepakatan syarat 

pengembalian utang uang yang berupa gabah dengan mengikuti harga 

gabah yang lama. Ketika diperjanjikan dalam akad atau dipersyaratkan 

atau disepakati dalam akad bahwa pihak peminjam harus membayar 

lebih dari pokok pinjaman, maka termasuk riba> qard}.  

Para ulama telah konsensus bahwa riba> qard} itu diharamkan dalam 

Islam sesuai dengan kaidah fiqh:  

فَعَةً فَ هُوَ ربِاً  كُلُّ قَ رْضٍ جَرَّ مَن ْ

‚setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat (kepada 

kreditor) itu termasuk riba>‛.
6
 

Kaidah di atas menjelaskan bahwa tambahan atau manfaat yang diambil 

oleh orang yang memberikan pinjaman dari orang yang diberikan 

pinjaman termasuk riba> yang dilarang oleh agama Islam.
7
 Oleh karena 

itu, jika sistem kwintalan yang terdapat syarat pengembalian berupa 

gabah, maka sedikit banyak akan mendatangkan keuntungan untuk 

muqrid}. Kecuali jika syarat itu tidak diperjanjikan di awal dan ketika 

pembayaran terdapat kelebihan pinjaman yang diberikan secara sukarela 

                                                           
5
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma 

Examedia Arkanleema, 2011), 83. 
6
 Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari’ah: 

Analisis Fikih dan Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 11. 
7
 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 88. 
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oleh pihak peminjam, maka kelebihan pembayaran itu buka riba>, tetapi 

hibah atau sedekah. 

Kelebihan pembayaran dalam sistem kwintalan  ini termasuk syarat 

yang diperjanjikan di awal berupa pengembalian gabah. Terdapat dalam 

akad, ‚apakah kamu mau saya pinjami uang dan nanti kembali gabah 

waktu panen?‛ jika pihak peminjam mengatakan ‚iya‛, maka berlakulah 

aturan utang-piutang sistem kwintalan di antara kedua belah pihak, 

yaitu penentuan nominal utang uang di awal yang disesuaikan dengan 

harga gabah per kwintal di pasaran, dan berlaku peminjam harus 

mengembalikan utang berupa gabah pada waktu panen. Akan tetapi 

karena penentuan harga sudah disepakati di awal, maka ketika peminjam 

membayar utangnya berupa gabah di masa panen yang akan datang, 

tidak ada lagi penyesuaian harga gabah terbaru. Dengan kata lain tetap 

memakai harga gabah yang lama.  

Tentang orang meminjam dengan lebihan dalam praktik sistem 

kwintalan ini, sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat petani di Desa 

Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Dibuktikan dengan 

masih banyak orang yang melakukannya sampai sekarang. Bahwa utang 

uang yang ditentukan nominalnya di awal, akan dibayar gabah dengan 

memakai standart kwintal. Meskipun dalam akad, tidak disepakati 

namun pelaku saling memahami bahwa utang piutang ini nanti 

kemungkinan bisa mendatangkan untung dan juga bisa rugi yang akan 
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dialami salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Apalagi utang 

piutang dengan menggunakan sistem kwintalan sudah menjadi 

kebiasaan dari masyarakat petani di Desa Tanjung. Praktiknya, jika 

orang meminjam dengan lebihan karena tuntutan ‘urf (kebiasaan) yang 

terjadi di masyarakat, apakah itu sama dengan disyaratkan? Adiwarman 

A. Karim menjelaskan dalam bukunya sebagai berikut:  

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini : Pertama, menurut 

Malikiyah, sebagian Syafi’iyah dan sebagian Hanabilah orang yang 

meminjam dengan bunga karena ‘urf (kebiasaan) itu sama dengan 

disyaratkan (tidak dibolehkan). Kedua: menurut sebagian  Syafiyah 

dan sebagian Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan 

bunga karena ‘urf itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan 

bahkan termasuk husn al-qadha.8 
 

Mengambil salah satu contoh praktik yang sudah penulis sebutkan 

di atas, dalam praktiknya Pak Sukri meminjamkan uang 1 juta kepada 

Pak Harmono, dengan kesepakatan Pak Harmono akan membayar 

dengan 3 kwintal gabah dengan mengikuti harga gabah di pasaran waktu 

meminjam. Dari kesepakaatan yang dilakukan oleh kedua pihak 

tersebut, dengan melihat latar belakang utang uang dibayar gabah adalah 

karena Pak Harmono petani gabah, jadi akan lebih mudah jika utang 

dibayar gabah. Ketika kedua pihak sama-sama ridho, maka hal ini sah 

sah saja dilakukan. Namun, akibat yang ditimbulkan jika hal tersebut 

diperjanjikan di awal, 3 kwintal gabah ketika berutang dan 3 kwintal 

gabah setelah panen yang akan datang. Akan berbeda karena harga 

gabah yang berubah-ubah di pasarannya. Oleh karena itu, syarat 

                                                           
8
 Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah..., 7. 
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pengembalian berupa gabah dengan mengikuti harga lama menyebabkan 

akad utang piutang menjadi rusak. 

Riba> qard} dalam utang piutang sistem kwintalan  yang diperjanjikan 

syaratnya di awal akad adalah termasuk riba> nasi’ah. Menurut 

Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul Riba, Gharar dan 

Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah, ‚Nasi’ah adalah penangguhan 

penyerahan atau penerimaan jenis barang riba>wiy yang dipertukarkan 

dengan jenis barang riba>wiy lainnya. Riba> nasi’ah muncul karena adanya 

perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari 

ini dengan barang yang diserahkan kemudian‛.
9
  

Permasalahan yang terjadi pada transaksi utang piutang sistem 

kwintalan adalah tambahan nilai yang berasal dari syarat pengembalian 

berupa gabah dengan memakai harga lama. Sehingga menyebabkan 

transaksi tersebut menjadi transaksi yang tidak sah (fasid), karena tidak 

ada kesepadanan atau kesetaraan nilai antara jumlah uang yang 

dipinjamkan dengan pengembalian.  

Seharusnya agar syarat menjadi sah, pelaku tidak melakukan 

kesepakatan bahwa akan dikembalikan dengan memakai harga lama, 

akan tetapi bayarnya adalah harus mengikuti harga gabah terbaru agar 

tidak ada unsur riba> dalam praktik utang piutang sistem kwintalan. 

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275:  

            
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‚Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba>.‛ 

(QS. Al-Baqarah : 275)
10

 

Dalam ayat tersebut telah jelas bahwa jual beli adalah dihalalkan, 

sedangkan riba>  diharamkan. Jual beli adalah akad bisnis, oleh karena itu 

harus ada kompensasi dan imbalan. Sedangkan riba> adalah perbuatan 

zalim kepada penerima pinjaman karena praktik riba>  berarti pemberi 

pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga 

atas pinjaman yang diberikan. 

Padahal memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (tabarru’), 

sedangkan meminta kompensasi adalah adalah transaksi bisnis 

(mu’awad}ah). Jadi, transaksi yang semula diniatkan sebagai transaksi 

kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.
11

 

Melihat fenomena yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan 

Kedamean Kabupaten Gresik ini bahwa terdapat praktik utang piutang 

sistem kwintalan yang konteksnya seperti yang sudah penulis 

kemukakan di atas, yaitu utang uang dengan syarat dibayar gabah 

dengan mengikuti harga gabah yang lama, meskipun kedua belah pihak 

sudah sama-sama ridho, namun pada praktiknya terdapat unsur riba>, 

maka ridho tidak bisa dijadikan patokan hukum.  

Ragam manfaat (kelebihan) atas pinjaman atau tambahan dalam 

utang piutang tidak semua dilarang (diharamkan). Akan tetapi semua itu 
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tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkannya. Jika 

manfaat atau kelebihan atas pinjaman itu diperjanjikan dalam akad atau 

disepakati dalam akad, maka itu adalah riba> qard}. Namun jika manfaat 

atau kelebihan atas pinjaman itu tanpa disyaratkan atau diberikan secara 

sukarela oleh pihak peminjam setelah melunasi pinjaman, maka menjadi 

hibah atau sedekah. Bahkan termasuk husn al-qadha (sebaik-baiknya 

pelunasan). 

Jadi, agar tidak terseret dalam kasus riba>, seharusnya pembayaran 

utang dalam sistem kwintalan adalah dengan mengikuti harga gabah 

terbaru. Namun kendalanya adalah sekarang penyakit riba> sudah 

menjangkit kemana-mana. Mencari orang yang mau menghutangi 

dengan tanpa unsur riba> sekarang sulit dicari. Praktik tersebut 

sebenarnya sama seperti utang ke bank konvensional yang dapat ditemui 

dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, 

tabungan, giro, dan lain-lain. Hanya saja medianya menggunakan gabah. 


